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SALINAN  

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN 

BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN 

OLAHRAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian Bantuan 

Pemerintah untuk diserahkan kepada 

masyarakat/Pemerintah Daerah dalam rangka 

penanganan bencana nonalam penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk 

melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

perlu mengubah Peraturan Menteri Pemuda dan 

Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga; 
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 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 

Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran 

Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian 

Pemuda dan Olahraga; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

 3.  Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1736); 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1745); 

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); 

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 

Tahun 2019 tentang  Pedoman Umum Penyaluran 

Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian 

Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1705); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 

tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 382); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA 

DAN OLAHRAGA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan 

Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 

Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian 

Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1705) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

(1) Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan di 

lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga 

meliputi: 

a. pemberian penghargaan; 

b. beasiswa; 

c. bantuan operasional; 

d. bantuan sarana/prasarana; 

e. bantuan rehabilitasi/pembangunan 

gedung/bangunan; dan 

f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 

Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh 

pengguna anggaran.  

(2) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f berupa: 

a. bantuan yang bersifat penyelenggaraan 

Kepemudaan, Keolahragaan, dan 

Kepramukaan; 

b. bantuan yang bersifat pelaksanaan kegiatan 

dan/atau untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, seminar, lokakarya, bimbingan 

teknis, serta bantuan lainnya dalam 

perkembangan Kepemudaan, pembinaan dan 

peningkatan prestasi olahraga, serta 

pengembangan pendidikan Kepramukaan; 

c. bantuan untuk penanganan bencana nonalam 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); atau 
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d. bantuan lainnya yang bersifat stimulan dan 

insidentil pada kegiatan Kepemudaan, 

Keolahragaan, dan Kepramukaan. 

 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian 

penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) huruf a, beasiswa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan bantuan 

operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf c dialokasikan pada Kelompok Akun 

Belanja Barang Non Operasional. 

(2) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan 

sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf d dan bantuan 

rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf e dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja 

Barang untuk Diserahkan kepada 

Masyarakat/Pemerintah Daerah. 

(3) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan 

lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan 

Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna 

anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf f dialokasikan pada Kelompok Akun 

Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada 

Masyarakat/Pemerintah Daerah dan Akun Belanja 

Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada 

Masyarakat/Pemerintah Daerah-darurat bencana. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Juni 2020 

   

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

         ZAINUDIN AMALI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Juni 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

       ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 603 

 

Salinan sesuai aslinya 

Kepala Biro Humas dan Hukum 

 

 

 

S A N U S I 

NIP. 196412011985031001 


